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PEMERINTAH KOTA BINJAI

BADAN PEMSELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KOTA BINJAI
SUB BAGIAN PROGRAM

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH
PALA BADAN FENGELOLAAN KEUAN GAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

e

AFFAN SIREGAR, §.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001

NAMA SOp : PENYUSUNAN LAKIP SKPD

DASARUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. m.nnm,m.b Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan
Tatarja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai

Tah2011°No.16)

1. Pendidikan minimal SLTA /sederajat
2. Terampil menggunakan komputer
3. Mengetahui mekanisme penyusunan LAKIP SKPD

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. Seluruh bidang di BPKPAD Kota Binjai -

‘1. Data realisasi dari bendahara pengeluaran SKFD

2. Komputer dan printer
3. Buku ekspedisi
4.  Map arsip

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila LAKIP SKPD
Inspektorat Kota Binjai

tidak disusun maka akan mendapat teguran dari

- Disimpan sebagai data SKPD dan dicatat dalam buku surat
keluar




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAKIP SKPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubbag.
Program

JFU

Sekretaris

Kepala
Badan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Mempersiapkan data-data kegiatan
di SKPD, baik berupa DPA
maupun realisasi anggaran yang
telah dikeluarkan

Data kegiatan

2 hari

Meminta data-data realisasi
anggaran SKPD pada bendahara
pengeluaran yang telah .
dikeluarkan untuk dicek
kesesuainnya dengan DPA

A

Data realisasi

30 menit

Mengentri data yang diterima
kekomputer sesuai format yang
dibutuhkan dalam menyusun
LAKIP

1. Komputer
2. Printer

-~ 1 hari

Mengadakan rapat dengan Kabid
untuk membahas draf LAKIP agar
disesuaikan dengan kegiatan yang
dilaksanakan bidang-bidang

Draf LAKIP

Setelag draf dibahas maka
diajukan ke Kepala Badan untuk
disetujui dan ditandatangani

LAKIP

1 hari

Setelah ditandatangani Kepala
Badan maka dikirim ke
Inspektorat Kota Binjai

Buku
ekspedisi

10 menit

LAKIP




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
. KOTA BINJAI
SUB BAGIAN PROGRAM

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH ,:
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOA BINJAI

.

AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 195008 1 001

NAMA SOP : PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD

DASAR HUKUM :

'KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011.Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 No.16)

2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai . .

-| 1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Mengetahui mekanisme penyusunan RKA dan DPA SKPD
3. Memiliki kemampuan dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. Bendahara Pengeluaran

1. RKA dari setiap bidang
2, Komputer dan printer
3. Map arsip

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila RKA dan DPA SKPD setiap bidang tidak disusun maka akan terkendala
dalam penyusunan APBD Kota Binjai

- Disimpan sebagai data SKPD dan dicatat dalam buku surat
keluar




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RKA dan DPA SKPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubbag.
Program

JFU

Sekretaris

Kepala Badan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menerima surat masuk
dari Sekretaris Daerah
yang telah didisposisi

Kepala Badan

Surat masuk

1 hari

Menginformasikan ke
bidang-bidang untuk
menyusun RKA sesuai
kebutuhan/kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh
bidang-bidang

N

Surat masuk

3 hari

Setelah RKA diterima dari
bidang-bidang maka RKP
direkap menjadi RKA
Badan lalu diajukan
kepada Kepala Badan
untuk disahkan

Data RKA per bidang

1 minggu

Setelah disetujui oleh
Kepala Badan maka
dokumen RKA dikirim
kepada TAPD melalui
bidang anggaran

Buku ekspedisi

10 menit

RKA dan
DPA SKPD




NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

»ANMM.E BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KOTA BINJAI

PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KOTA BINJAI . (WY |
SUB BAGIAN PROGRAM : : — —
AFFAN SIREGAR, S.E.
. . PEMBINA UTAMA MUDA
- . " NIP. 19621006 199008 1 001
: NAMA SOP______: PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN
DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Peraturan Daerah Kota-Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat -
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai | 2. Mengetahui mekanisme penyusunan laporan ﬁﬂﬁimw
Tahun 2011 No.16)

3. Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan triwulan
2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kota Binjai
KETERKAITAN : PERALATAN/KELENGKAPAN
1. Bendahara Pengeluaran 1. Data realisasi dari bendahara pengeluaran
2. Komputer dan printer
3. Buku ekspedisi
4. Map arsip
PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila laporan triwulan tidak disusun maka akan mendapat teguran dari | - Disimpan sebagai data SKPD dan dicatat dalam buku surat
Bappeda Kota Binjai keluar




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubbag.
Program

JFU Sekretaris

Kepala Badan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Meminta data realisasi
anggaran SKPD per
kegiatan pada bendahara
pengeluaran

Data kegiatan

2 hari

Merekap realisasi
anggaran SKPD yang
telah dikeluarkan oleh
bendahara wnamw_smﬂmﬂ
untuk dicek kesesuainnya
dengan DPA

“Data realisasi

2 jam

Mengentri data ke
komputer sesuai format
yang ditentukan dan diisi
sesuai dengan kegiatan
yang telah teralisasi

1. Komputer
2. Printer

1 hari

Setelah dientri, draft
laporan diajukan ke
Kepala Badan untuk
disetujui dan
ditandatangani

Laporan

1 jam

Setelah disetujui dan
ditandatangani oleh
Kepala Badan,
selanjutnya dikirim ke
Bappeda Kota Binjai

Buku ekspedisi

10 menit

Laporan
triwulan




NOMOR SOP

TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
\wﬁwﬁb BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KOTA BINJAI KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI : T
SUB BAGIAN KEUANGAN 1
. AFFAN SIREGAR, S.E.
- - = PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001

NAMA SOP ~: PEMBUATAN SPM - SKPD

DASAR HUKUM : :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 No.16)

2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat
2. Terampil menggurakan komputer
3. Mengetahui mekanisme pembuatan SPM - SKPD

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP Bendahara Pengeluaran

1. Lembar Kerja
2. Komputer dan printer
3. Data — data dari bendahara pengeluaran berupa SPP

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila SPM tidak dibuat maka SP2D tidak dapat dicairkan di PPKD

- Disimpan sebagai data SKPD




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN SPM - SKPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala
Sub. Bagian
Keuangan

JFU Sekretaris

Kepala Badan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Penyerahan SPD oleh
PA kepada bendahara
[/ PPTK dan PPK SKPD

h 4

Agenda kerja

10 menit

Membuat usulan SPP
UP/GU/TU/LS

Bahan

10 menit

Meneliti kelengkapan
dokumen SPP
UP/GU/TU/LS

Bahan

10 menit

Membuat rencana SPM
setelah dokumen SPP
dinyatakan lengkap

Draf SPM

10 menit

Menyampaikan -
rancangan SPM
kepada PA SKPD
untuk mendapatkan
otoritas

SPM

10 menit

Menyampaikan SPM
disertai dokumen-
dokumen yang
diperlukan yang telah
ditandatangani /
otorisasi PA SKPD

b4

SPM

10 menit

SPM




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
SUB BAGIAN KEUANGAN

NOMOR SOP

| TGL.PEMBUATAN

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH
PALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KJTA BINJAI

./

AFFAN SIREGAR, S.E.
. PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001

NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN .szmbuﬂbz.
SKPD-BPKPAD KOTA BINJAI

_ DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kota Binjai 2059. 16 Tahun 2011 Tentang Oﬁmmﬁzwmm— dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 No.16)

2. Peraturan Daerah Kota WE._E Nomor 48 Tahun 2016 tentang ismmm Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asct Umﬂ.mﬂ
Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Terampil menggunakan komputer

3. Mengetahui mekanisme penyusunan laporan
pertanggungj mimvmd anggaran SKPD-BPKPAD Noﬁm;mﬁ.mu

KETERKAITAN : :
1. SOP Bendahara Pengeluaran

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. Lembar Kerja
2. Komputer dan printer
3. Data — data dari bendahara pengeluaran berupa SPJ

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila laporan tidak dibuat maka laporan Pemko terhambat

- Disimpan sebagai data SKPD dan disampaikan kepada PPKD




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN SKPD-BPKAD KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubbag.
Keuangan

JFU

Sekretaris

Kepala Badan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Mengumpulkan data
dan bahan
penyusunan laporan

Agenda kerja

5 hari

Mengentri data
kekomputer

Bahan laporan

6 hari

Menyusun LRA,
Neraca, dan CALK

Bahan wmm.wnﬁmﬁ

7 hari

Finalisasi laporan
keuangan

Draf Hmﬁowwb

7 hari

Setelah final, laporan
keuangan di output
lalu disampaikan
kepada Kepala
BPKPAD untuk diteliti

\ 4

Laporan

. 2 hari

Setelah laporan
disetujui dan
ditandatangani Kepala
BPKPAD maka laporan
dikirim ke PPKD
sebagei bahan
penyusunan lapran
Pemko.

Vv

Laporan

15 menit

Laporan
keuangan




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
SUB BAGIAN KEUANGAN

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH
PALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

-

AFFAN SIREGAR, S.E.
) PEMBINA UTAMA MUDA
- NIP. 19621006 199008 1 001 -

NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI

SEMESTERAN/PROGNOSIS SKPD

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 No.16)

2. Peraturan Daerah Kota Binjai Numor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai . .

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Terampil menggunakan komputer

3. Mengetahui mekanisme penyusunan laporan realisasi
semesteran/prognosis SKPD

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP Bendahara Pengeluaran

1. Lembar Kerja
2. Komputer dan printer
3. Data - data dari bendahara pengeluaran berupa SPJ

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

i . Apabila laporan tidak dibuat maka laporan semesteran/prognosis Pemko
terkendala

- Disimpan sebagai data SKPD dan disampaikan kepada PPKD




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI SEMESTERAN/PROGNOSIS SKPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag. . Keterangan
JFU Sekretaris | Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
Mengumpulkan data
1. i
dan bahan Apenidls leefa 5 hari
penyusunan laporan
o Mengentri data - - 5 hari :
| kekomputer e = Agenda kerja At .
3 Menyusun LRA, h 5 hari
" | Neraca, dan CALK Bahan laporan ar
Finalisasi 1 4
4. sasi laporan 2 hari
. keuangan Laporan :
Setelah final, laporan
keuangan di ouiput
5. | lalu disampaikan 5 l 1 hari Laporan
kepada Kepala A Lagoran
BPKPAD untuk diteliti




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
SUB BAGIAN KEUANGAN

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

PALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
K BINJAI

W

AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1-001

DISAHKAN OLEH .
‘mﬂm

NAMA SOP - : PENGELOLAAN PENERIMAAN %Ebmw

DAERAH

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 No.16)

2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Kenangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Terampil menggunakan komputer

3. Mengetahui mekanisme pembuatan pengelolaan penerimaan
pajak daerah

‘| KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SKPD pengelola pajak daerah
2. Kepala bidang terkait di BPKPAD Kota Binjai

1. Lembar Kerja

2. Komputer dan printer

3. Surat setoran pajak daerah

4. Tanda bukti penerimaan dan surat tanda setoran
5. Map arsip

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila penerimaan pajak daerah tidak dikelola maka pembuatan laporan
pertanggungjawaban fungsional terkendala

- Disimpan sebagai data SKPD dan dilaporkan ke Kepala Sub.
Bagian Keuangan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket.
Bank JFU Kasibbag. Sekretaris Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Sumut Keuangan
! Menerima setoran pajak dari WP setiap hari Yt Setoran
* | kerja _ Atk pajak

Menginput dan mencetak Surat Setoran Pajak

2. | Daerah dan slip setor bank melalui Aplikasi 1.Komputer Y2 jam -
Simpatda 2. Printer
Mengelompokkan dan mencatat setoran pajak

3. | daerah ke buku kas Pembantu Bendahara Atk Y2 jam -
Penerimaan .
Menginput dan mencetak tanda bukti (BP) dan

4, | Surat Tanda Setoran (STS) melalni aplikasi . 4 _ 1.Komputer _ Yajam =
Simda Keuangan : E 2.Printer f

1 Menyetorkan setoran pajak daerah ke Bank s Slip setoran

5. 2 jam
Sumut e Atk bank
Menerima, mengumpulkan dan melengkapi
Slip Setoran Bank, Tanda Bukti Bayar, Nota

6. | Kredit, Nota Transfer dan tanda bukti lain yg > Atle ¥ jam =
sah dari Wajib Pajak untuk dilampirkan pada
STS
Menyiapkan laporan bulanan bendaharawan
penerimaan yang terdiri dari Buku Kas Umum, \E

7 Laporan Pertanggung ._m.imvmm ?HEE,E_Hmmr - - 1.Atk 1 i LHoReD
Laporan Pertanggung jawaban Fungsional, rg rd 2.Komputer
Register STS, Laporan Realisasi Penerimaan 3.Printer
PAD
Menyiapkan laporan pertanggungjawaban
fungsional dan Administrasi Tahunan, Buku W 3 e

" 8. | Kas Umum Akhir Tahun, Laporan Register STS - o Bt 2 jam Laporan
S .

Akhir Tahun, Laporan Realisasi Akhir Tahun, 2 & 3 vnﬂ%ﬂ
Laporan Rincian Objek Pajak Akhir Tahun




NOMOR SOP

TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KOTA BINJAI KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI .
SUB BAGIAN KEUANGAN . /
. . AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001
” . NAMA SOP : PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PPKD
DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai

Tahun 2011 Ne.16)

2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat
2. Terampil menggunakan komputer
3. Mengetahui mekanisme penatausahaan pengeluaran EURU

KETEREKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SKPD terkait pengeluaran PPKD

1. Lembar Kerja
2. Komputer dan printer
3. Data keuangan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila penatausahaan pengeluaran PPKD tidak dilaksanakan maka akan

menghambat pelaksanaan APBD Kota Binjai

- Disimpan sebagai data SKPD dan dilaporkan ke Kepala Sub.
Bagian Keuangan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PPKD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan OPD terkait Ket.
Kasubbag. al
JFU = =0 Sekretaris Erpala pengeluaran Kelengkapan Waktu Output
Keuangan Badan
PPKD
y Mengajukan permintaan pembayaran 1. Komputer . a
s menggunakan SPP-LS D 2. Printer jam Berkas
5 Membuat berita acara pembayaran dan 1K 1: s
L kwitansi pengeluaran PPKD . V_ _ . m. mmﬂﬂﬂﬁﬂ ._mﬁ R,
3 Membuat register SFP, SPM dan SP2D A4 1 Resister berk
: = pengeluaran PPKD > M WMMWWSW jam egister berkas
% Mendokumentasikan berkas pengajuan 91 Dokumentasi
" | pengeluaran PPKD > Atk = berkas
5 Membuat rekapitulasi pengeluaran N\ 1 Woﬂ ater 3 fam Rekapitulasi
" | PPKD S - 2omp J pengeluaran
- 2. Printer
6 Menghimpun pertanggungjawaban 9 Berk
" | penerima dana PPKD Atk jam erkas
7 Memeriksa/meneliti dokumen v s
’ pendukung pengajuan LS PPKD Atk 4 o :
3 Membuat Laporan Aksi Pencegahan 9 L
" | dan Pemberantasan Korupsi (APPK) _ > > S w W JE_W ﬂ.ﬁu jam poran

\
1




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

e

AFFAN SIRFGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001

DISAHKAN OLEH M"

NAMA SOP : PENATAUSAHAAN wﬂ—ﬂbﬂ, MASUK

DASAR HUKUM : : 5

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 ewambm Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai Fon-dmﬁm: Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 No.16)

2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. gmbmn»mbc_ tugas dan fungsi mekanisme @mub_uzmnmn surat
masuk

3. Memiliki kemampuan dalam kerasipan

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN

Seluruh bidang di BPKPAD Kota Binjai

1. Buku agenda surat masuk
2. Lembar disposisi
3. Map arsip

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila surat masuk tidak didistribusikan maka informasi tersebut akan
terkendala

2. Apabila surat masuk tidak diarsipkan maka surat akan sulit ditemukan jika
diperlukan

- Dicatat dalam agenda surat masuk




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SURAT MASUK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
Kesiat Kepala Sub Ket _
egiatan Keval Bagi eteran
. pala agian
tput
JFU Sekretaris Badan Umum dan Kelengkapan Waktu Outpul
Kepegawaian

Menerima surat 1. Atk
masuk 2. Komputer
mengagendakan dan _ l¢ < : Aplikasi 1 menit | Surat masuk
menulis disposisi — - 1 S HMHPMMWW .
surat : P
Meneliti, memaraf - \ ..cn_mx
dan menyarankan 5 menit Arsip surat
tujuan disposisi 1. Atk masuk
surat
Membaca, menelaah
dan mendisposisi > 1 Atk 2 menit MmeﬁmMMamﬁ
surat : L
Mencatat tujuan
disposisi,

. . r_ _ Memproses
mendistribusikan < 2 :
surat sesuai ) 1. Atk 1 mewt | arsip .wE.mn
disposisi/intruksi masu=
surat




NOMOR SOP

TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KOTA BINJAI KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI -
* SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN : / _
AFFAN SIREGAR, S.E.

. . . PEMBINA UTAMA MUDA

- - - NIP. 19621006 199008 1 001
NAMA SOP : PENATAUSAHAAN SURAT KELUAR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 No.16}

2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan surat
keluar

3. Memiliki kemampuan dalam kerasipan

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN.

SKPD terkait

1. Buku agenda surat keluar
2. Komputer dan printer

3. Lembar disposisi

4. Map arsip

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila surat keluar tidak diterbitkan maka akan mendapat surat susulan
berikutnya dari SKPD terkait

- Disimpan sebagai data komputer dan dicatat dalam agenda
surat keluar




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SURAT KELUAR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag. JFU Keterangan
JFU Umum dan Sekretaris | Kepala Badan Pengerudi] Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian [Petecs
Menerima surat D.. : Surat
L keluar 1. ATK 1 menit keluar
Ya/tidak
o Paraf verifikasi dan v\ 1. ATK & it fieaapm
validasi surat keluar . : G Sekretaris
, Arahan
Paraf b
3 Ww_numwmnﬁmw@ surat 1. ATK 1 menit | Kepala
Badan
Memeriksa dan Wﬂnm
4 | menandatangani > 1. ATK 5 menit Num..MM
konsep surat keluar . , WMMmB
Surat
keluar
Penomoran dan 1. Stempel Mﬂmmbnwwmv
5 | pembubuhan P 2. Buku 1 menit 5 i
stempel badan agenda %“”_mmh
stempel
badan
1. Pulpen
Pengiri 1rn _ 2. Alat Surat
6 ﬁmﬂmﬂnﬂmﬁ surat ke transportasi | 30 menit | keluar
3. Buku badan
ekspedisi




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH ¢
PALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

T

AFFAN SIREGAR, S.E.

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001
NAMA SOP : REKAPITULASI ABSEN
DASAR HUKUM : > -] KUALIFIKASI PELAKSANAAN -

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 No.16)

2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat
‘2. Mengetahui mekanisme rekapitulasi PNS

4 3. Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan rekapitulasi

PNS

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP pengelolaan absensi finger

1. Data hadir PNS

2. Komputer dan printer
3. Buku ekspedisi

4. Map arsip

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila tidak dibuat maka akan mendapat surat teguran dari BKD Kota Binjai

- Disimpan sebagai data SKPD dan disampaikan kepada BKD
Kota Binjai




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKAPITULASI ABSEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

asi

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag. JFU Keterangan
JFU Umum dan Sekretaris Kepala Badan : Kelengkapan Waktu Output
(Pengemudi)
Kepegawaian ~
1 Menyusun daftar 5 menit Berkas daftar
hadir _ _ 1. ATK m kehadiran
Merekap daftar
kehadiran _ e )
2 | pegawai/honorer 1. ATK 10 menit wn.ﬂwmm gattay
dari aplilasi 2. Komputer kehadiran
. ) 3. Printer
absensi fingerprint
Mm\ tidak N = Berkas daftar
3 Meneriksa rekap i : 5 menit "| kehadiran
absensi » V 1. ATK M | sudah
| dirckap
4 Paraf rekapitulasi 1 menit i
kehadiran > 1. ATK o sekretaris
Memeriksa dan ’ Tand
5 | menandatangani g " 1. ATX 19 taealt « t: - M: kadis
rekapitulasi absen i =
Berkas daftar
Penomoran dan kehadiranya
6 | pembubuhan <+ 1. ATK 1 menit ng sudah di
stempel dinas ) stempel
badan
Mendistribusikan 1. Wﬁﬁb Tanda terima
dan melaporkan 2. Bu bukti
7 . . :
rekapitulasi absen vn _ 3 Mwnww_w&m“ Almentt pengiriman
kehadiran ’ transport surat




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
BINJAI

S

AFFAN SIREGAR, S.E. -
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001

KOT,

NAMA SOP : PENGELOLAAN DATA PEGAWAI _

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah
Kota Binjai Tahun 2011 No.16)

2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Terampil menggunakan komputer .

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengelolaan data
pegawai

4. Memiliki kemampuan pengolahan data kepegawaian

KETERKAITAN :

1. SOP penyusunan DUK (daftar urut kepangkatan)
2. SOP pembuatan SKP pegawai

3. SOP penyusunan laporan LP2P

4. SOP penyusunan laporan LHKPN

PERALATAN/KELENGKAPAN
1. Data PNS .

2. Komputer

3. Printer

4. Alat tulis kantor (ATK)

5. Map arsip

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila tidak dibuat maka akan sulit menemukan data pegawai jika
diperlukan

- Disimpan sebagai data komputer dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DATA PEGAWAI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubbag.
Umum dan
Kepegawaian

JFU Sekretaris

Kepala Badan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menerima data
seluruh pegawai
yang diberikan
oleh masing —
masing pegawai

L]

ATK

10 menit

Menyiapkan data -

tersebut sesuai
dengan bidang
masing - masing =

Map arsip data PNS

10 menit

Melakukan
perubahan data
apabila terjadi
perubahan seperti
: kenaikan
pangkat, kenaikan
gaji berkala,
mutasi dan
pensiun

:

1. Komputer
2. Printer

10 menit

Data
PNS




NOMOR SOP

TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KOTA BINJAI KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI ./
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - —
: : AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
» NIP. 19621006 199008 1 001
% - NAMA SOP- - USULAN KENAIKAN PANGKAT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 No.16)

2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA /sederajat

2. Mengetahui mekanisme kenaikan pangkat PNS

3. Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan kenaikan
pangkat

KETERKAITAN :

_| PERALATAN/KELENGKAPAN

Seluruh PNS BPKPAD Kota Binjai

1. Data pegawai

2. Komputer dan printer
3. Buku ekspedisi

4. Map arsip

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila tidak diinformasikan maka akan menghambat kenaikan pangkat setiap
pegawai

- Disimpan sebagai data SKPD dan disampaikan kepada BKD
Kota Binjai




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN KENAIKAN PANGKAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

==
_ Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag. Keterangan
JFU Umum dan Sekretaris | Kepala Badan il Kelengkapan Wakiu Output
K ; (Pengemudi)
epegawaian
1. Berkas
Menerima usulan _ LA persyaratan Berkas usulan
1 | berkas kenaikan usulan 1 Menit kenaikan
pangkat kenaikan pangkat
pangkat
Memeriksa dan \ Ya/tidak L Atk Berkas usulan
2 | meneliti berkas P m. Berk 10 Menit kenaikan
dan persyaratan / . » OERAS pangkat
Menginput data . 1. Atk WMMWMGHE
3 | berkas usulan _ f 2. Komputer 15 Menit kenaikan
kenaikan pangkat - ol ww. Printer pangkat
Memeriksa dan . . Berkas usulan
meneliti berkas = ; : kenaikan
% usulan kenaikan i X 1. Atk Ll pangkat yang
pangkat dan paraf ’ sudah di paraf
Paraf ber kas Wﬂwwmmﬂmﬁma
5 | usulan kenaikan - > 1. Atk 1 Menit
pangkat Ugmwwﬁ.%msm
sudah di paraf
Emﬂrmnmgmmbw ' Surat sudah .
6 | surat usulan > 1. Atk 1 Menit ditandatangani
kenaikan pangkat Kepala Badan
Penomoran dan MM%&WHMF
7 | pembubuhan 1. Atk 1 Menit d gan
an stempel
stempel badan
badan
2. Buku agenda Tanda terima
Mendistribusikan 3. Atk s bukti
8 b 30 Menit 2
surat 4. Kendaraan pengiriman
Dinas surat




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DASAR HUKUM :

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

DISAHKAN OLEH :
ngb BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KOTFA BINJAI

bt

AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
. NIP. 19621006 199008 1 001

NAMA SOP : USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA =

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 No.16)

2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Mengetahui mekanisme kenaikan gaji berkala PNS

3. Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan kerniaikan
gaji berkala

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. Seluruh PNS BPKPAD Kota mmam.m

1. Data pegawai

2. Komputer dan printer
3. Buku ekspedisi

4. Map arsip

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila tidak diinformasikan maka akan menghambat kenaikan gaji berkala
setiap pegawai

- Disimpan sebagai data SKPD dan disampaikan kepada BKD
Kota Binjai




BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Pelaksana Mutu Baku
No. ”—ﬁmmﬂmﬁmn JRU Kasubba g. 350 Keteran gan
Umum dan Sekretaris | Kepala Badan . Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian P (Pengemudi) a G
Menerima usulan _ le b BEked
i
1 berkas kenaikan FECERyI . Berkas usulan
5 berkal usulan 1 Menit Ysiail Jsit
gaji berkala kenaikan enaikan pang
: pangkat
Memeriksa dan Ya/tidak =
2 | meneliti berkas < 1. Atk 10 Menit Berkas usulan
dan persyaratan / 2. Berkas kenaikan pangkat
B Menginput data = & = =
3 berkas usulan _ _ , 1. Atk Entry Surat
kenaikan gaji 2. Komputer 15 Menit | usulan kenaikan
berkala 3. Hunsﬁ.ﬂ. pangkat
Memeriksa dan -
meneliti berkas Berkas usulan
4 | usulan kenaikan > : kenaikan pangkat
o » 1. !
gaji berkala dan i b yang sudah di
paraf paraf
Paraf berkas Berkas usulan
5 | usulan kenaikan . kenaikan pangkat
" P 1 :
gaji berkala it L yang sudah di
paraf
Menandatangani
6 | surat usulan . Surat sudah
kenaikan gaji g 1. Atk 1 Menit | ditandatangani
berkala Kepala Badan
Penomoran dan Surat sudah
7 | pembubuhan - ditandatangan
stempel badan L i 1 Memit | qon stempel
badan
2. Buku
8 Mendistribusikan agenda Tanda terima
surat v_ _ 3. Atk 30 Menit | bukti pengiriman
4. Kendaraan surat ‘
Dinas




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAE
; KOTA BINJAI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KQTA BINJAI
%Ml‘\lj - *

AFFAN SIREGAR, S.E.
- PEMBINA UTAMA MUDA  _
~__NIP. 19621006 199008 1 001

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN

PERLENGKAPAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai
Tahun 2011 No.16)

2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Terampil mengunakan komputer

3. Mengetahui mekanisme administrasi dan kerasipan

4. Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan penerimaan
dan pengeluaran barang ) v "

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP penatausahaan barang-barang kedalam Kartu Barang

2. SOP penyiapan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah

3. SOP pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah

4. SOP penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran barang
MHEZQb.Hbz"

1. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang
(KIB)

2. Kartu barang

3. Komputer dan printer

4. Map arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila tidak dikelola maka kebutuhan barang kantor tidak akan terpenuhi

dan akan mendapat teguran dari Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKPAD
Kota Binjai

- Disimpan sebagai data SKPD dan disampaikan ke bidang
pengelolaan aset daerah Kota Binjai




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN PERLENGKAPAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag. Keterangan
; Kepala JFU
JFU Umum dan Sekretaris . Kelengkapan Waktu Output
K . Badan (Pengemudi)
epegawaian
Menerima dan H _
3 2 < . Barang dan

1 | menyimpan barang di N 1. Atk 3 jam
SKPD perlengkapan
Mengeluarkan/
menyerahkan barang ) _ )
berdasarkan surat Ya/tidak Berita acara

2 | permintaan barang yang B 1. Atk 3 jam penyerahan
dituangkan dalam berita : barang
acara penyerahan 2 b 7
barang
memﬁmc.mmwmwms |

3 | barang-barang kedalam _. 1. Atk 1 jam Kartu barang
Kartu Barang
Menyiapkan dokumen Dokumen

4 |rencana kebutuhan dan 1. Atk 5 rencana
penganggaran barang > 5 Jjam kebutuhan
milik daerah : barang
Melaksanakan
pencatatan dan :

5 nventarisas batang 5 1. Atk 5 jam Dokumen
milik daerah
Menyusun laporan 1. Atk

6 | penerimaan dan » 2. Komputer 5 jam Laporan
pengeluaran barang 3. Printer




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PERBENDAHARAAN
TAHUN 2018




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
. KOTA BINJAI
SUBBIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

NOMOR SOP 3
TGL.PEMBUATAN :
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH :
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

e,

AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA JTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001

NAMA SOP : PENERBITAN SP2D GAJI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU No.32 Tahun 2004 tentang Otoniomi Daerah. 1. Pendidikan minimal SL'TA/sederajat
2 Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tantang Organisasi 2. Terampil menggunakan komputer
Perangkat Daerah. 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penerbitan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2011 tentang

4. Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah

Propinsi dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Daerah Kota Binjai No 16 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai

6. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan daerah

j Peraturan Walikota Binjai No 48 tentang Rincian Tugas Pokok
dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah Kota Binjai

SP2D gaji

KETEREKAITAN : PERALATAN/KELENGKAPAN
1.SOP Surat Keluar 1. ATK
2.SOP Surat Masuk 2. Surat usulan dari SKPD
3.SOP Belanja 3. Nota Dinas

: 4. Komputer

5. Printer




PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN ;

Apabila melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan daerah | 1. Perubahan Data Pegawai

tidak berdasarkan SOP maka dapat mengakibatkan keterlambatan | 2. Pencetakan Daftar Gaji

pembayaran gaji 3. Verifikasi SPP dan SPM
4. Pembuatan SP2D




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SP2D GAJI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
N Kegiatan i Ket
o . ’
: Perbendaharaan Kepala -
; eleng] t
OPD JFU Belanja Tidak Badan Kelengkapan Waktu Outpu
” Lengsung
. 1. SK Berkala 10 hari | Usulan
1 Menyampaikan perubahan : 2. SK Pangkat
" | data pegawai i 3. SK Jabatan
_ 4, SK Mutasi
., w 5. Tunj.Keluarga
” 1.8IM Gaji Taspen | 3 hari | Amprah gaji
Menerima dan mengolah v 2. SK Berkala
2 g \ 3. SK Pangkat
pereien, Gt pegnwnl 4. SK Jabatan
5. SK Mutasi
6. Tunj Keluarga
3. | Distribusi daftar gaji pegawai Y 1. U&.ﬁu Gaji 3hari | Amprah gaji
Pegawai
I
_ 1. Daftar Gaji i ah gaii
Menyampaikan Surat \ 2, SIMDA R [ ANBEEERE
4. | Perintah Membayar (SPM) 3. Blangko SPM
gaji
. ! 1. SPP 30 menit | Amprah gaji
5 Memeriksa Surat Perintah 2. SPM
" | Membayar (SPM) gaji 3. Daftar Gaji
5 Membuat Surat Perintah V m MWM_ l1hari | Amprah gaji
" | Pencairan Dana (SP2D) gaji '
_




Pelaksana Mutu Baku
Kasubbid,
i Ket.
e fesietan OFD JFU EerbeEgdahazsi Kepala Waktu Output
Belanja Tidak Badan Kelengkapan P
Langsung
Menandatangani Surat L 1. SPP 1hari | Amprah gaji
7. | Perintah Pencairan Dana Vi 2. SPM
(SP2D) gaji
1. SP2D 30 menit | Amprah gaji
8 Distribusi Surat Perintah v
" | Pencairan Dana (SP2D) gaji




NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH :
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA BINJAI PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI
KOTA BINJAI
SUBBIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG r.IJ -
AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001
NAMA SOP : PENERBITAN SKPP GAJI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1.
2.

3.

UU No.32 Tahun 2004 tentang Otoniomi Daerah.

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tantang Organisasi
Peragkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan
Kabupaten /Kota

. Peraturan Daerah Kota Binjai No 16 Tahun 2011 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai

. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan daerah

. Peraturan Walikota Binjai No 48 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Pengelolaan Keunangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Terampil menggunakan komputer

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penerbitan
SKPP gaji

KETERKAITAN : PERALATAN/KELENGKAPAN
1.SOP Surat Keluar 1. ATK
2.S0P Surat Masuk 2. Surat usutan dari SKPD
3.S0P Belanja 3. Nota Dinas

4. Komputer

5. Printer




PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila melaksanakan vnumn_owmmb administrasi keuangan daeresh | 1. SK pensiun
tidak berdasarkan SOP maka dapat mengakibatkan keterlambatan | 2. Kartu keluarga
penerbitan SKPP, 3. jjazah anak




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SKPP GAJI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
Kegl Kasubbid. Ket
No Fgatan Perbendaharaan Kepala '
1 an Wektu Output
e N Belanja Tidak Badan Kelengkap
Langsung
Menyampaikan pengantar 1. Hmnm.%nﬂmwwpn 10 menit | Usulan
1 Surat Keterangan w - u mww Mwﬁmm
" | Pemberhentian Pembayaran . ljazah
(SKPP) gaji .
Menerima dan membuat Surat & w SK ﬁhnwwwﬂnmm 15 menit | Surat
2. | Keterangan Pemberhentian 3 Ha"mwmn mw_n s T
Pembayaran (SKPP) gaji
1. SK pensiun it | Surat
Memverifikasi Surat \! 5 N.&.ws eeFunin 10 menit | Sura
3. | Keterangan Pemberhentian 3. ljazah anak
Pembayaran (SKPP) gaji
: i 1. SK pensiun 10 menit | Surat
Menandatangani Surat V 3 Tty oo
4, | Keterangan Pemberhentian 3. jazah anak
Pembayaran (SKPP) gaji
Distribusi Surat Keterangan w %ﬁﬂ%ﬁmﬂ 30 menit | Surat
5. | Pemberhentian Pernbayaran < 3. jazah anak
(SKPP) gaji




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
SUBBIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA LANGSUNG

NOMOR SOP

TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH :
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
rIIQ\IJ - \
AFFAN SIREGAR, S.E,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001
NAMA SOP :PENELITIAN SPM DAN PENERBITAN SP2D LS

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Terampil menggunalan komputer

3. Mengetakhui tugas dan fungsi mekanisme penelitian SPM dan
penerbitan SP2D LS

KETERKAITAN : PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP Sekretariat 1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis
4. Wifi
PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Semua pelaksana harus memiliki ketelitian, kecermatan dan
kecepatan dalam proses penerbitan SP2D LS

1. Dilaporkan dalam bentuk laporan kas harian dan rekonsiliasi
dengan pihak bank.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual /fisik




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN SPM DAN PENERBITAN SP2D LS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
Kasubbid.Perb
: SKPD/ ; endaharaan Kuasa Bank
No.. Kegiatan SKPKD JFU Belanja BUD Sumut Kelengkapan Waktu Output Ket.
Langsung

1. | Penyampaian 1. Register penerimaan 10 menit 1. Tanda teritna
Surat Perintah ‘
Membayar (SPM) _
LS dan pengajuan A
penerbitan SP2D &
LS

2. | Memverifikasi 1. Lembar check list 30 menit | 2. Hasil checklist
SPM LS 2. SPM dan kelengkapannya .

Tidak
Setuju

3. | Mencetak SP2D Wou&n 1. Register SF2D 10 menit 1. SPz2D
LS dan daftar 2. Daftar penguji
penguji

4, | Memverifikasi 1, SP2D 30 menit 1. SF2D ,
SP2D LSdan i 2. Daftar penguji 2. Daftar penguji yang
daftar penguji Tidek 3. SPM dan kelengkapannya telahdiverifikasi

. Setuju

5, | Penandatanganan & 1. SP2D 10 menit 1. SP2D.
SP2D LS dan 2. Daftar penguji 2. Daftar penguji yang
daftar penguji 3. SPM dan kelengkapannya telah ditandatangani

6. | Penerimaan SP2D 1.SP2D LS. 30 menit 1. Nota debet
LS dan pencairan * 2. Deftar penguji 2. Rekening koran
dana. _




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
SUBBIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA LANGSUNG

NOMOR SOP

TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
r\"lJ - \
AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001
NAMA SOP :PENELITIAN SPM DAN PENERBITAN SP2D TU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Terampil menggunakan komputer

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penelitian SPM dan
penerbitan SP2D TU

KETERKAITAN : PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP PPKD 1. Komputer
2. SOP Sekretariat 2. Printer
3. SOP Bidang Akuntansi 3. Alat Tulis
4. Wifi
PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Semua pelaksana harus memiliki ketelitian, kecermatan dan
kecepatan dalam proses penerbitan SP2D TU

1. Dilaporkan dalam bentuk laporan kas harian dan rekonsiliasi
dengan pihak bank.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual/fisik




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN SPM DAN PENERBITAN SP2D TU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana

Mutu Baku
PPRD | oo e KUASA | Bank
: erbendaharaan an|
No. Kegiatan SKPD JFU wmmm__wz rwm lanja BUD Stk Kelengkapan Waktu Output Ket,
gsung
1. | Penyampaian 1. Register Penerimaan 10 menit | 1. Tanda terima
| Surat Perintah
Membayar (SPM)
TU dan pengajuan
penerbitan SP2D
TU .
2. | Memverifikasi v 1. Lembar check List 30 menit | 1. Hasil checklist
SPM TU \/ Setuju 2. SPM dan kelengkapannya
Tid
Setuju <
3. | Penandatanganan 1. Surat keterangan 10 menit | 1. Persetujuan
Persetujuan 2. Pengajuan SPP TU pengajuan TU
Pengajuan TU
oleh PPKD selaku
BUD
4. | Mencetak SP2D 1. Register SP2D 10 menit | 1. SP2D
TU dan Daftar Y 2.Daftar penguji
Penguji
5. | Memverifikasi 1. SP2D 30 menit | 1. SP2D
SP2D TU dan Tidak . 2. Daftar penguji 2. Daftar penguiji
daftar penguji Setuju ‘ 3. Daftar penguji dan yang telah
kelengkapannya diverifikasi
6. | Penandatanganan e 1. SP2D TU 10 menit | 1. SP2D
SP2D TU dan 2. Daftar penguji 2.Daftar penguji
daftar penguji 3. 8PM dankelengkapannya yang telah
ditandatangani
7. | Penerimaan SP2D 1. SP2D TU 30 menit | 1. Nota debet
TU dan pencairan ﬁU 2. Daftar penguji 2. Rekening
dana koran




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
SUBBIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA LANGSUNG

NOMOR SOP :
TGL.PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH :
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

r\flJ - \
AFFAN SIREGAR, S.E.

" PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

:PENELITIAN SPM DAN PENERBITAN SP2D UP/ GU

KUALIFIKASI PELAXSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tehun 2018 Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Terampil menggunakan komputer

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penelitian SPM dan
penerbitan SP2D UP/GU

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP Sekretariat 1. Komputer
2. SOP Bidang Akuntansi 2. Printer
3. Alat Tulis
4. Wifi

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Semua pelaksana harus memiliki ketelitian, kecermatan dan
kecepatan dalam proses penerbitan SP2D UP/GU

1. Dilaporkan dalam bentuk laporan kas harian dan rekonsiliasi

| dengan pihak bank.

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual/fisik




UP/GU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN SPM DAN PENERBITAN SP2D
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
s Bank Output Ket
5 Perbendaharaan Kuasa an Waktu utp .
s Se s R s Belanja BUD Sumut Kelengkapan
Langsung - =
2 i 10 menit | 1. Tanda terim
1. | Penyampaian Surat 1. Register Penerimaan
Perintah Membayar q
(SPM) UP/GU dan
pengajuan penerbitan T+ .
BFaD Fkasi 1. Lembar check list 30 menit | 2. Hasil checklist
ol | e Y 2. SPM dan kelengkapannya
UP/GU \\
Tidak
Setuju
. 10 menit | 1. SP2D )
3. | Mencetak SP2D UP/GU Setu L Regleter 2500 2. Daftar penguji
dan daftar penguji
. i
A
: 50 menit | 1. SP2D .
4, Memverifikasi SP2D \4‘/ St W. WMW&_WH m.mﬂm.ﬂ..wm 2 9 Daftar penguji
=P et : . 3. SPM dan kelengkapannya yang telah
penguji Tidak < . diverifikasi
S it |1.SP2D
1. SP2D UP/GU 10 ment . y
5. | Penandatanganan SP2D v 2. Daftar penguji 2. Daftar penguji
1§)2 \ Qﬁm. dan gmﬂ "w.. SPM dan kelen WWWEHG\W yang ﬁog .
penguji . ditandatangani
30 menit | 1. Nota debet
6. | Penerimaan SP2D ..a. WMWWHCGM%%_ 2.Rekening
UP/GU dan pencairan “. koran
dana




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
SUBBIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA LANGSUNG

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH :
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJA]

|

AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006:199008 1 001

NAMA SOP : PEMBUATAN BUKU KAS HARIAN,
LAPORAN KAS HARIAN, PENJABARAN
PENERIMAAN DAN REKONSILIASI BANK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16/ Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Terampil menggunakan komputer

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan kas
harian, laporan kas harian, penjabaran penerimaan dan
rekonsiliasi bank

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP Sekretariat Badan 1. Komputer
2. SOP Bidang Akuntansi 2. Printer
3. Alat Tulis

4. Wifi




PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Semua pelaksana harus memiliki ketelitian, kecermatan dan
kecepatan dalam proses pemantauan kas harian

1. Dilaporkan dalam bentuk buku kas harian , laporan kas
harian, penjabaran penerimaan dan rekonsiliasi bank
2, Disimpan sebagai data elektronik dan manual/fisik




.m_.-.huq. DAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN BUKU KAS HARIAN,LAPORAN KAS HARIAN, PENJABARANPENERIMAAN DAN REKONSILIASI BANK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksanai Mutu Baku
No. Kegiatan - 5 Ket.
Kasubbid. Kabid.
JFU Perbendaharaan | Perbendaharaan. Kelenglcapan Waktu arpa
Belanja Langsung
Menerima STS penerimaan daerah 1. STS Harian | 1.Tanda terima
dari Pemerintah Pusat, Provinsi 2. Surat ketetapan pajak .
", | dan PAD dari SKPD dan SKPD @ daerah/retribusi
" | yang dilengkapi dengan nota kredit Il\l_ 3. Nota kredit
dan Surat Ketetapan Pajak
Daerah /Retribusi Daerah.
; . Tidak 1. STS Harian | 1.STS
gmum.wmmh—.muhmﬁ verifikasi STS dan setuju 2. Surat wnmﬁn.nm.ﬁmﬁ pajak 2. Nota kredit
nota kredit yang diterima terkaijt daerah /retribusi
2. | penulisan dan kode rekening 3. Nota kredit
belanja pada STS dari bendahara
SKPD dan bendaharaan SKPD
Setuju
Melakukan penomoran dan 1. Buku Kas Harian Hariau | 1. Buku kas harian
pencatatan penerimaan dan 2. 8TS 2. Laporan kas harian
i 3. | pengeluaran daerah pada buku kas 3. Rekening Koran 3. Penjabaran penerimaan
" | harian, laporan kas harian, - 4. Nota Kredit 4. Rekonsiliasi bank
RHHMN.UNHNHH penerimaan dan B. Register SP2D
rekonsiliasi bank y
1. Buku kas harian Harian | 1. Buku kas harian
Melakukan verifikasi bultu kas X 2. Laporan kas harian yang telah diverifikasi
4. | harian, laporan kas harian, . , / 3. Penjabaran penerimaan 2 Laporan kas harianyang
* | pensabarun penssmann dan Tidak-setuju— / Sebojn 4. Rekonsiliasi bank WW# diverifikasi
rekonsiliasi bank : - wndm”vmﬂ.mb penerimaan
telal diverifikasi
4.Rekonsiliasi bank telah
diverifikasi
Menandatangani. buku kas harian, i 1. Buku kas harian Harian | 1. Buku kas harian b
*S. | laporan kas harian, penjabaran Y 2. Laporan kas harian 2. Laporan kas harian
penerimaan dan rekonsiliasi bank 3. Penjabaran penerimaan 3. Penjabaran penenimaan
4. Rekonsiliasi bank 4. Rekonsiliasi bank




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
SUBBIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA LANGSUNG

NOMOR SOP :
TGL.PEMBUATAN :

TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH :
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
rl\} P \
AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19621006 199008 1 001
NAMA SOP : PEMBUATAN STS ATAS PENERIMAAN

DARI PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah
‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelclaan
Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

58 Tahun 2005 Tentang
2.

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat

2. Terampil menggunakan komputer

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan STS
atas penerimaan dari pemerintah pusat dan pemprovsu

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP Bidang Akuntansi

1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis

4. Wifi




PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Semua pelaksana harus memiliki ketelitian,
kecepatan dalam proses pembuatan STS kas harian

kecermatan dan

1. Dilaporkan dalam bentuk surat tanda setoran
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual/fisik




—

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN STS ATAS PENERIMAAN DARI PEMERINTAH PUSATDAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
“¢ No. Kegiatan Kasubbid. Kabid Ket.
Perbendaharaan ) ) Kelengkapan Waktu Output
JFU Perbendaharaan
Belanja
Langsung :
1. | Menerima nota kredit dari Bank 1. Nota kredit Harian 1. Tanda terima
Sumut
2. | Menverifikasi nota kredit Tidak 1. Nota kredit Harian | 1. Nota kredit
dengan SIMTRADA atau SP2D setuju 2. SP2D
3. | Membuat STS penerimaan dari | Setwja | 1. Nota kredit Harian | 1. STS penerimaan

Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara

2. Nota kredit

4. | Menverifikasi STS penerimaan

1..STS penerimaan | Harian | 1.STS penerimaan yang
dari Pemerintah Pusat Dan

; A 2. Nota kredit telah diverifikasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Tidak setuju 2. Nota kredit
Utara
5. | Menandatangani STS 1. STS penerimaan | Harian | 1. STS penerimaan
penerimaan dari Pemerintah ml ) 2. Nota kredit

Pusat dan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BiNJAI
SUBBIDANG ADMINISTRASI DAN PELAPORAN PERBENDAHARAAN

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

.7/

AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001

NAMA SOP

: PENERBITAN SK WALIKOTA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. UU No.32 Tahun 2004 tentang Otoniomi Daerah

2. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tantang Organisasi
Perangkat Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan wngmgnmb
Propinsi dan Kabupaten /Kota

4, Peraturan Daerah Kota Binjai No 16 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai

5. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan daerah

6. Peraturan Walikota Binjai No 48 tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah Kota Binjai

1. Pendidikan minimal SLTA /sederajat
2. Terampil menggunakan komputer .
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penerbitan SK

Walikota

KETERKAITAN :

PERALATAN/KELENGKAPAN

1. SOP Penerbitan SK Walikota

SK Bendahara Pengeluaran /Pengeluaran
SK BUD

SK Kuasa BUD

SK Kuasa PA

SK Rekening SKPD

- SK Bendahara JKN

1. ATK

2. Surat Usulan dari SKPD

3. Nota Dinas
4. Komputer




- SK Rekening JKN
- SK Bendahara Pengeluaran Pembantu

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila terlambat mengajukan usul nama bendahara meka dapat | Eksaminasi
menyebabkan terlambatnya penerbitan SK Bendahara




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SK WALIKOTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Walikota

Pelaksana MutuBaku
Kasubbid.
-] No Kegiatan e . : ; Ket.
Administrasidan | Kepala Bagian Walikota
t
CEE Pelaporan Badan Hukum Binjai hescugapm el Cntpu
Perbendaharaan
1. | Menyampaikan usulan nama Surat dari 10 menit | Usulan
bendahara _ _ OFD
2. | Menerima disposisi dari Kepala 5 Surat disposisi | 5 menit | Surat
Badan usulan
3. | Membuat draf SK Draft SK 2 jam Draft SK
I

4, | Eksaminasi draf SK Draft SK 5 jam Draft SK
5. | Penandatangan SK SK yang telah | 5§ jam Dokumen

diparaf Kepala SK

Badan, Kabag.

Hukum,

Sekda, Asisten

dan Wakil




Pelaksana MutuBaku
Kasubbid
No Kegiatan Gt aeec it Ket
1° Administrasi dan | Kepala Bagian . e
PD
0] Pelupbras Badan Hukum Walikota Kelengkapan Waktu Output
Perbendaharaan
€. | Salinan SK SK yang telah | 10 menit | Salinan SK
: _lql_ ditandatangani
Walikota
7. | Distribusi SK & Salinan SK 10 menit | Tanda
yang telah terima
ditandatangani
Bagian Hukum




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG ANGGARAN
TAHUN 2018 .




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
BIDANG ANGGARAN

NOMOR SOP

TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
PALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
r\lﬁir- - \
AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199G08 1 001

NAMA SOP : PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA

(SPD) BELANJA LANGSUNG

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kcta Binjai Tahun 2011
No.16).

5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

1. Pendidikan minimal D-1II/sederajat
2. Terampil menggunakan komputer
3. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Bagian Belanja Langsung

KETERKAITAN : PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP Asistensi Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran 1. Surat Permohonan Penerbitan SPD
Perubahan (RKA dan RKAP) 2. Komputer
2. SOP Pembuatan Peraturan Walikota tentang Dasar Hukum Pengeluaran Dana 3. Aplikasi SIMDA
yang di Tampung pada APBD dan PAPBD 4. Printer
5. Alat tulis kantor (ATK)
6. Map arsip

PERINGATAN :
Apabila tidak dilakukan Penerbitan SPD maka akan menyebabkan tidak
lengkapnya dokumen pencairan dana sehingga tidak dapat dicairkan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Dokumen Ekspedisi dan Pengarsipan berkas




-1 ¥

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) BELANJA LANGSUNG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Bidang | Kasubbid. Belanja Rt
epala Bidang | Kasubbid. Belanj tout
JFU Kelengkapan Waktu Qutpu
OoPD Kepala Badan /— Langsung
Mengirimkan Surat Permintaan Penerbitan SPD kepada _ J Surat Permintaan 15 Menit |Ekspedisi Surat Masuk
1 Kepala Badan N Penerbitan SPD
S ; : ; h 4 I
2 Zm_.i_mbomm_xm:. Surat Permintaan Penerbitan SPD dari OPD D Disposisi 10 Menit Disposisi
kepada Kepala Bidang Anggaran
3 Mendisposisikan Surat Permintaan Penerbitan SPD dari OPD _ __ Disposisi 10 Menit Disposisi
kepada Kasubbid. Belanja Langsung
4 Mememerintahkan JFU untuk menelaah surat permintaan _L|J_ Disposisi 15 Menit Disposist
Menelaah Surat Permintaan OPD, Bila telah memenuhi \(
ketentuan akan diproses untuk diterbitkan SPD, dan bila s v St Pemimtacn .
5 tidak memenuhi ketentuan maka akan dikembalikan kepada Tidak ‘ Penerbitan SPD 20Menit: [pokumenSPU
OPD untuk diperbaiki. SPD yang telah dicetak diserahkan
kepada Kasubbid. Belanja Langsung untuk dibubuhkan paraf. ’
a
6 Membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada Kabid. - “ _A z SPD 5 Menit c..uwc:“m: SED Yt
Anggaran untuk di bubuhkan paraf ! ipars
- Membubuhkan paraf dan memerintahkan JFU Subbid. N SPD 5 Menit a.o_&_“m: SR yang elsh
Belanja Langsung untuk menyerahkan kepada Kepala Badan _r _ Sipara
_z_m:wzumnm:mma SPD dan mengembalikan kepada Kabid. SPD 10 Menit SPD yang ﬂm_m___ o
8 A tandatangani
nggaran.
9 Menerima SPD dari Kaban dan menyerahkan kembali ke _ T e SPD 5 Menit Rallii ol Em_.. g
Kasubbid. Belanja Langsung tandatangan]
Dokumen SPD dan
10 |Menerima SPD dan menyerahkan kepada JFU untuk SPD dan m:.xc 1 Minggu |Bukti Pendistribusian
didokumentasikan dan didistribusikan kepada OPD Ekspedisi berupa Ekspedisi




PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH :
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

rl\lv\r-\ﬁ

KOTA BINJAI
BIDANG ANGGARAN AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001
NAMA SOP : PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA
(SPD) BELANJA TIDAK LANGSUNG
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Cbamsmldb&mbm Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.

1. Pendidikan minimal D-I1I/sederajat
2. Terampil menggunakan komputer
3. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Bagian Belanja Tidak

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Langsung
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata
Wma.wmw _Hbawmmm Teknis Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011
0.16).
5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata
—_Keria Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
KETERKAITAN : PERALATAN/KELENGKAPAN
1. SOP Asistensi Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran 1. Surat Permohonan Penerbitan SPD
Perubahan (RKA dan RKAP) 2. Komputer
2. SOP Pembuatan Peraturan Walikota tentang Dasar Hukum Pengeluaran 3. Aplikasi SIMDA
Dana yang di Tampung pada APBD dan PAPBD 4. Printer :
S. Alat tulis kantor (ATK)
6. Map arsip

PERINGATAN :
Apabila tidak dilakukan Penerbitan SPD maka akan menyebabkan tidak
lengkapnya dokumen pencairan dana sehingga tidak dapat dicairkan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Dokumen Ekspedisi dan Pengarsipan berkas




STANDAR OPERSASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) BELANJA TIDAK LANGSUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KCTA BINJAI

Pelaksana Mutu Baku
No KEGIATAN . . . Ket.
OPD Kepala BPKPAD bepaiafkhng | Kasubid Betonje JFU Kelengkapan Wakitu Output
Anggaran Tidak Langsung
§ Mengirimkan Surat Permintaan Penerbitan SPD kepada Surat vn.qi:ﬂmm: 15 Menit | Ekspedisi Surat Masuk
Kepala Badan Penerbitan SPD
5 Mendisposisikan m_:mn. Permintaan Penerbitan SPD dari ﬂj Disposisl 10 Menit DS
OPD kepada Kepala Bidang Anggaran
3 . Vv
Mendisposisikan Surat Permintaan Penerbitan SPD dari _ L . - . i
f Disposis 10 Menit Disposisi
OPD kepada Kasubbid. Belanja Tidak Langsung POSIS i
Mememerintahkan JFU untuk menelaah surat | . A
4 isi 15 Menit Disposisi
permintaan. _||._ Disposisi p
Menelaah Surat Permintaan OPD, bila telah memenuhi v
ketentuan akan diproses untuk diterbitkan SPD, dan bila v
5 tidak memenuhi _am"wzﬂcms. :.3.6 akan n_wmz._vm___s: Tidak Surat vm.ﬁs_znmmz 20 Menit SPD
kepada OPD untuk diperbaiki. SPD yang telah dicetak Penerbitan SPD
diserahkan kepada Kasubbid. Belanja Tidak Langsung
untuk dibubuhkan paraf. Ya
Membubuhkan Paraf dan menyerahkan kepada Kabid . . Dokumen SPD yang
6 . SPD 5 Menit 4
Anggaran untuk di bubuhkan paraf telah diparaf
Membubuhkan paraf dan memerintahkan JFU Subbid.
, Dokumen SPD yang
7 Belanja Tidak Langsung untuk menyerahkan kepada SPD 5 Menit telah diparaf
Kepala Badan.
5 c < D lah di
8 Menandatangani SPD dan mengembalikan kepada Kabid. <P 10 Menit SPDyang tel u__.n.
Anggaran. tandatangani
Menerima SPD dari Kaban dan menyerahkan kembali ke z SPD yang telah di
9 s SPD 5 Menit :
Kasubbid. Belanja Tidak Langsung tandatangani
Dokumen SPD d
Menerima SPD dan menyerahkan kepada JFU untuk SPD dan Buku . Sl s
10 : ; e 1 Minggu | Bukti Pendistribusian
didokumentasikan dan didistribusikan kepada OPD Ekspedisi

berupa Ekspedisi




NOMOR SOP
TGL.PEMBUATAN
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI
BIDANG ANGGARAN

DISAHKAN OLEH
PALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

iy

AFFAN SIREGAR, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001

: ASISTENSI RENCANA KERJA
ANGGARAN DAN RENCANA KERJA
ANGGARAN PERUBAHAN (RKA DAN RKAP)

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebzgaimana diubah terakhir
dengan <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>